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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai
salah satu sayarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan
pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Institut Agama Islama
Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten ini sepenuhnya asli merupakan
hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam
skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika
keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi
skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis
orang lain, saya bersedia untuk menerima saksi berupa pencabutan gelar
kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
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ABSTRAK

Nama: Ahmad Husen, Nim: 131200283, judul skripsi: Pelaksanaan Kewenangan
Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengajuan Rancangan Undang-Undang
Perspektif Figh Siyasah,

DPD adalah bagian dari lembaga legislatif sama dengan DPR namun
kewenangan DPD bersifat terbatas hanya mengajukan RUU. dalam konsep Islam
anggota badan legislatif terdiri dari ahlul halli wal aqdi yang meliputi unsur
perwakilan daerah dan anggota DPR. Permasalahan tugas dan fungsi DPD dan DPR
dalam konstitusi Indonesia tidak pernah terjadi pada pemerintahan Islam tetapi secara
subtansif tidak bertentangan dengan konsep Islam.

Perumusan masalah dalam penelitian ini  :1).Bagaimana Pelaksanaan
kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan rancangan undang — undang
tentang otonomi daerah dan hubungan pusat dan daerah dalam perspektif figh siyasah.
2).Bagaimana Pelaksanaan kewenangan dewan perwakilan daerah dalam pengajuan
rancangan undang - undang tentang pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah dalam perspektif figh siyasah. 3).Bagaimana Pelaksanaan
kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan rancangan undang — undang
tentang pengolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam perspektif figh
siyasah. Sedangkan Tujuan penelitian ini adalah 1).Untuk mengatahui pelaksanaan
kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan rancangan undang — undang
tentang otonomi daerah dan hubungan pusat dan daerah dalam perspektif figh siyasah.
2).Untuk mengatahui pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam
pengajuan rancangan undang — undang tentang pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah dalam perspektif figh siyasah. 3).Untuk mengatahui
pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan rancangan
undang — undang tentang pengolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam
perspektif figh siyasah.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (Library Research), adapun
untuk pengumpulan data penulis menggunakan data primer dan sekunder dari buku-
buku yang berkaitan dengan objek pembahasan. sedangkan teknik pengolahan data
penulis menggunakan pendekatan berpikir induktif yaitu pengolahan data dari yang
bersifat khusus dan ditarik kepada yang bersifat umum.

Kesimpulan yang dapat ditarik, Pelaksanaan kewenangan DPD mengajukan
rancangan undang-undang ke DPR baik Rancangan undang-undang tentang otonomi
daerah dan hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah oleh karena itu DPD di sebut
dengan kamar pertama dan DPR kamar kedua yang dinamakan dengan sistem
bicameral Sedangkan konsep Islam tidak ada pemisahan kewenangan karena DPD
dan DPR mempunyai hak yang sama untuk membuat undang-undang (al-sulthah al-
tasri’iyah).
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Nomor : Nota Dinas Kepada Yth

Lamp : 1 (Satu) Eksemplar Dekan Fakultas Syariah
Hal  :Pengajuan Ujian Munagasyah IAIN “SMH” Banten
a.n. Ahmad Husen di-
NIM : 131200283 Serang

Assalamu’alaikum \r. \Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan
mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini
saudara Ahmad Husen, Nim: 131200283, judul skripsi: Pelaksanaan
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengajuan Rancangan
Undang-Undang Perspektif Figh Siyasah, diajukan sebagai salah satu
syarat untuk melengkapi ujian munagasyah pada Fakultas Syariah Jurusan
Hukum Tata Negara IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” banten. Maka kami
ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunagasyahkan.

Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Serang, 25 April 2017

Pembimbing | Pembimbing Il
Dr. H. Zakaria Syafe’i, M.Pd. Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., MA
NIP. 19560208 199203 1 001 NIP. 19770816 2000501 1 004
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“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.”

(QS.An-Nisa (4):59)
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i QAR 4 sl

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, yang telah
memberikan kekuatan lahir dan bathin sehingga penulis dapat menyeselaikan
skripsi yang sederhana ini.

Shalawat serta salam-Nya semoga tercurahkan kepada junjungan nabi
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Negara IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, yang telah
memberikan motivasi kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
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Hasanuddin” Banten, yang telah membantu memberikan informasi
serta pengatahuan kepada penulis.

. Semua pihak yang telah mendukung terselesainya skripsi ini, baik
moril maupun materil, terutama kedua orang tua, dan adik-adikku,

serta rekan-rekanku.

Kepada para pihak tersebut diatas, penulis mendo’akan
semoga amal terbaik dan keiklasannya dalam membantu penulis
diterima oleh Allah SWT. Penulis mengharapkan saran dan kritik
yang baik dari para pembanca untuk perbaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini
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Serang, 32 April 2017
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